
PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 61. TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM 

DENGAN RAHMAT Tl/HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air 
Min um bertujuan untuk membangun, 
memperluas, dan/atau merungkatkan sistem fisik 
(teknik) dnn non fisik (kelembagaan, manajemen, 
keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) 
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan 
penyediaan air minum kcpada masyarakat 
menuju keadaan yang lc:bih baik dan se:jahtc:ra; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 17 Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tc:ntang 
Pemerintahan Dac:rah, mc:ngamanatkan bahwa 
dac:rah berhak mc:netapkan kebijakan dac:rah 
dalam menyc:lc:nggarakan urusan yang mc:njadi 
kewenangannya;; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Pera.turan Bupati tentang Kebijakan 
dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Ta.bun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengek>laan Llngkungan llidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesm Nomor 5059) sebagaim;\ 
telah diubah beberapa kali, tc:rakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pcmcrintah Pcngganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tc:ntang 
Cipta Kerja Mc:njadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republikl 
Indonesia Nomor 6856); I 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), scbagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun '2022 tent.ang 
Pcrubahan Kedua atas Undang·Undang Nomor 12 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
680 I); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana tclah diubah beberapekali 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik lndones,a. Tahun 
2023 Nomor 41, Tambe.ban Lcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 68561; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 190,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
64051 sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang(Lembe.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
344, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5801); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 
tentang Sistem Penyedraan Air Mmum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
345, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5802J; 

8. Peraturan Pn:siden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)sebagaiman.a 
tclah dtubah dcngan Peraturan Prcmdcn Nomor 76 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Prcsidcn Nomor 87 Tahun 2014 tcntang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun t 

/ 



Menctapkan 

2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 186); 

9. Peraturan Dacrah Kabupatcn Pinrang Nomor I 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2009-2029 (Lcmba.ran Dacrah Kabupatcn 
Plnrang Tahun 2009 Nomor I, Tambahan 
Lembaran Dacrah Nomor I); 

10. Peraturan Oacrah Kabupatcn Pl.orang Nomor 8 
Tahun 2019 lcntang Rcncana Pembangunan 
Jangka Menengah Dacrah Kabupatcn Pinrang 
Tahun 2019-2024 (Lembaran Dacrah Kabupatcn 
Pin rang Tahun 2019 Norn or 8, Tambahan 
Lembaran Dacrah Nomor 8); 

11. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2022-2041(1.embe.ran 
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 3, 
Tambahan Lcmbaran Dacrah Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN 
STRATEGI OAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinnmg. 
2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggam 

Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati odalah Bupati Pinrang. 
4. Pcrangkat Daerah adalah un11ur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjad!. kewenangan Daerah. 

5. Sistem Pcnyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah 
satu kesatuan sara.na dan prasarana penyediaan llir minum. 

6. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem penyedlaan Air 
Minum yang selanjutnya disebut Jakstrada Pcnyelenggaraa.n SPAM 
adalah dokumen kebijakan Penyelcnggaraan SPAM Daerah yang menjadi 
acuan bagi Pcnyelenggaraan SPAM Daerah dengan memperhatikan 
kondisi iiosial, ekonomi dan budnya masyarakat, .erta kondisi 
lingkungan. 

7. Pengembangan SPAM adalah keg:iatan yang bertujuan membangun, 
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik 
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarak:at, dan hukum) 
dalam kesatua.n yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum 
kepada masyarakat menuju keado.an ynng lebih baik. I 



8. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan mcrencenakan, 
melaksanakan, konstmksi, menge\ola, memelihara, merchabilita.si, 
memantau, dan/atau mengevaluasi aistcm fisik dan non fisik penyediaan 
air minum. 

9. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang sclanjutnya disebut 
Penyelenggam adalah bad.an usaha millk daeni.h, koperas.i, badan usaha 
swasta, badan usaha milik desa, dan/atau kelompok masyarakat yang 
melakukan pcnyc\enggaraan pcngcmbangan SPAM. 

10. Sadan Use.ha Milik Daerah yang selanjutnya di9ingkat BUMO adalah 
badan usaha yang seluruh a.tau sebagian bcsar modalnya dimililci oleh 
Daerah. 

BAB II 
MAKSUO DAN TUJUAN JAKSTRADA PENYELENGGARAAN 

SPAM 

Pa,aJ 2 

(1) Peraturan Bupati im dimaksudkan sebagai pcdoman bagi Pemerintah 
Daerah dan pemangku kepentingan lainnya da1am melaksanakan 
penyclenggaraan pcngembangon SPAM yang bcrkualitas dan 
bcrkclanjutan. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. menyelesaikan pennasalahan dan tantangan pengembangan SPAM; 
b. menyelenggarakan sistem fisik {teknikl dan non fisik (kelcmbagaan, 

manajemen, keuangan, peran masyarak:Bt, dan hukum) dalarn 
kcaatuan yang uluh dan tcrintegrasi dcngan prasarana dan sarana 
sanitasi; dan 

c. mcmenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara 
berkclanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan 
masyaraka.t. 

Po.aal 3 

(I) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Jakstrada Penyelenggaraan 
SPAM. 

(2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
berlaku untuk 5 (lima) tahun. 

(31 Jabtrada Penyelenggaraan SPAM sebagammna dimaksud pada ayat (1) 
do.pat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah berlakunya 
Peraturan Bupati ini. 

Pa,aJ 4 

(l) Sistematika Jakstrada Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dnnaksud 
dalam Pasal 3 ayat ( 1) adalah sebagai berikut: 
a. BAB I Pendahuluan; 
b. BAB II Viai dan Mi&i Penyelenggaraan SPAM; 
c. BAB III lsu Strategis, Permasalahan, dan Tantangan 

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 
d. BAB JV Kebijakan dan Strategi Penyclenggaraan SPAM; t e. BAB V Rcncana Aksi Pcnyclenggaraan SPAM; dan 
f. BAB VI Penutup. 



Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupa.ti ini dengan penempatannya daJam Bcrita Oaerah Kabupaten Pinrang. 

(2) Uraian Jakstrada Penyelenggarnan SPAM scbagaimana d.imaksud pada 
ayat Ill tercantum da.Jam Lampiran yang merupakan ba.gian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

1 

ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal l?lo dJo'-r �� 
BUPATI PJNRANG, 

,-,..__ 
IRWAN HAMID 

Pasa.l 5 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Bupati ini mula.i berlaku pada tanggal diundangkan. 

SERITA DAERAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 

Diundang di Pinrang 

pada tangga 
SEKRETARI DAERAH KABUPATEN PINRANG, 



LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 'l'l.. TAHUN 2023 
TENT ANG 
KEBWAKAN DAN STRATEGI DAERAH 
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEOIAAN 
AIR MINUM 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM 

BAB! 

PENOAHULUAN 

l. l. Lal.QT Belakang 
(1) Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tcrsedia 

dalaln kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak 
keterscdiaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong 
pening}<atan ekonomi di wi\ayah terscbut; 

(21 Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pcmcrinlahan Daerah, scbagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir deng.an Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tcntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum 
merupa.kan urusan wajib bagi Pemerinlah Kabupatcn/Kota karcna 
menyangkut prasarana daaar, sehingga perlu diprioritaskan 
pelaksanaannya dan berpedoman kepo.da standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 

(3) Sebagai alat pengatur dalam Penyelenggaraan SPAM dengan telah 
ditetapkannya Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2019 tcntang 
Sumber Daya Air, yang diturunkan dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pcnyediaan Air Minum, 
yang bertujuan untuk tcr3edi.anya pelayanan air minum untuk 
memenuhi ''Hak Rakyat Atas Air", terwujudnya pengelolaan dan 
pelayanan air minum yang berkualita11 dengan harga terjangkau; 
tercapainya kepentingan yang seimbang antnra konsumen dan 
penyedia jasa; dan tcrcapainya peningkatan efisicnsi dan cakupan 
pelayanan air minum; 

(4) Pengaturan yang lcngkap, jelas, dan tcrpadu, akan sangat 
mencntukan keberhasilan pengembangan SPAM karena 
merupakan Landasan kebijakan upaya dimaksud. Salah eatu 
upaya dalarn aspek pengaturan untuk meningkatkan cakupan 
pelayanan air minum adalah dengan melengkapi peraturan terkait 
pengembangan SPAM di daerah; 

(5) Arah kebijakan pemerintah dalain Penyelenggaraan SPAM telah 
dijabarkan dalam Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang 
(Selanjutnya disingkat RPJP) dan rencana pembangunan jangka f 



menengah (RPJMN dan RPJMD) yang sclanjutnya dijabarkan 
daJam rencana strategis (Renstra Kementerian dan Renatrada]; 

(6) Kesepakatan Sustainabel Develcpment Goals (selanjutnya disingka.t 
SDG's) di bidang air minum mengikat komitmcn pcmerintah untuk 
dapat mencapai cakupan pclayanan lOOo/o (seratus persen) 
penduduk dan memenuhi syarat 4K (kuantitas, kualitas, 
kontinuitas, dan kcterjangkauan) pada tahun 2030, dan sesuai 
dengan RPJMN 2015 - 2019 pada Tahun 2019 menjadi 100% 
(scratus peraen] penduduk memperolch akses aman air minum; 

(7) Dalam visi pembangunan Kabupa.tcn Pinrang bahwa adanya basil 
pembangunan yang dapat dirasakan sccara nyata oleh masyarakat 
dan terpenuhi h.a.k-h.ak dasar manusi.a dalam bidang kesehatan 
(termasuk air minum). 

Untuk mencapai tujuan clan sasanm pemerintah Kabupaten Pmrang 
dalam bidang air minum tersebut di atas dan dalam upaya mewujudkan 
kesejahtcraan masyarakal dcngan menjamin kcbutuhan pokok air 
minum yang memcnuhi syarat kualitas, kuantitas dan kcterjangkauan, 
perlu adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Kabupaten 
Pinrang yang disepakati olch pcmangku kcpcntingan da]am 
penyelenggaraan air minwn. 

1.2. Pengcrtian 

Beberapa pengerti.an atau istilah-istilah yang dipaka.i dalam penyusunan 
Jakstrada sebagai benkut: 
I. Sadan Usaha adalah suaru badan hukum yang dapat berupa 

badan usaha swasta yang berbcntuk Per&eroan Terbe.tas 
(selanjnya disingkat P'Il, Sadan Usaha Milik Negara (sclanjutnya 
disingkat BUMN), Sadan Usaha Milik Daerah (sclanjutnya 
disingkat BUMDI dan Koperasi; 

2. C01porute Social Responsibilities (sclanjutnya disingkat CSR) 
adalah suatu tindakan atau konscp yang dilakukan oleh 
perusahaan (scsuai kemampuan perusahaan ter&ebut sebagai 
bentuk tanggungjawab mcrcka terhadap :,osial/lingkungan 
sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi 
perusahaan yang mcngakomodasi kebutuhan dan kepcntingan 
stakeholdernya. CSR timbul scjak era dimana kesadaran alcan 
sustainability perusahaan jangka panjang adalah Jebih penting 
daripada sekedar profit.ability. Contoh bentuk tanggung jawab itu 
bermacam-rnacam, mulai dari melakukan kcgiatan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan 
lingkungan, pcmberian beasiswa untuk anak tidak mampu, 
pemberian dana untuk pembangunan dan pcmcliharaan fasilitas 
umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat banyak, 
khu:susnya masyarakat yang berada di sekitar pcrusahaan 
tcrsebut berada. 

3. Keqasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerja sama 
pemerintah dengan Sadan Usaha dalam penycdiaan infmstruktur 
melalui Perjanjian Kerjasama atau lzin Pcngusahaan. 

4. Kerjasama Pengusahaan Pcnyelenggaraan SPAM adaJah upaya 
mcmanfaa.tkan SPAM untuk mcmenuh1 penycdiaan air minum 
guna kepentingan masyarakat yang dilaku.kan antara Pemcrintah 
dcngan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara I dengan Sadan U saha 



5. Sustainabel Development Goals (SDG's) adalah sebuah program 
pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 
(tujuh belas) tujuan dengan 169 (aenatus ennm puluh sembilan) 
target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan. 

6. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (disingkat NSPK): 
a. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai 

tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan; 
b. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan 
c. Prosedur ada]ah mctodc atau tata cara untuk 

penyclenggaraan pemerintahan; dan 
d. Kritcria. adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar 

dalam penyelcnggaraan Pcmcrintahan. 
7. Rcncana Bisnis (business plan) adalah pemyataan formal dari 

serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus 
dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tcrsebut, serta 
dapat pula berisi tater belakang mformasi tentang organisasi atau 
tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tcrsebut. 

8. Rcncana lnduk Pcnyclcnggaraan SPAM adalah suatu rencana 
jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap 
awal dari perencanaan air minwn jaringan perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum 
pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan 
memuat komponen utama sistem beserta dimensinya. 

9. Rencana Pcmbangunan Jangka Mcnengah Nasional (sclanjutnya 
disingkat RPJMN) 2020·2025 Merupakan tahap ketiga dari 
pelakaanaan Rencana Pcmbangunan Jangka Panjang Nasional 
(selanjuLnya disingkat RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan mclalui 
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2025 ini 
sclanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga 
dalarn menyusun rencana strategis kemcnterian/lembaga 
(selanjutnya disingkat Renstra-KLI dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi Pcmerintah Oaerah dalafn 
menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan dacrahnya 
ma.sing-masing dalarn rangka mencapai sasaran pembangunan 
nasional. 

10. Rcncana Pcngamanan Air Minum jwater safety plan) adalah 
upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya 
dengan upaya perlindungan (preuenrioll) sumber air dan 
pencegahan (protection) pencemeran badan air, maupun dari segi 
kuantitasnya mulai dari sumber (catchmentj sampai kc keran air 
(water-� penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara 
terpo.du dengan menggunakan pcndekatan analisis dan 
manajemen resiko untuk mencapai standar kue.Jitas air yang 
dapat diterima oleh semua pihak. 

11. Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disingkat RTRW) 
adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh 
pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat 
diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi 
yang ada. 

12. Sambungan Rumah (sclanjutnya disingkat SR) edalah sebutan 
yang digunakan untuk menyatakan satuan pclanggan atau 
satuan sambungan pelanggan yang menggunakan meter air yang 
memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan. t 



13. (selanjutnya disingkat STBM) adalah Pendekatan untuk merubah 
perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat 
dengan metode pemicuan, dengan oul come yaitu menurunnya 
kejadian penyakit diarc dan penyakit berbasis lingkungan lainnya 
yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. 

14. Organisasi Perongkat Daerah (sele.njutnya disingkat OPD) adalah 
Dinas atau unsur pelaksana daerah peda pemerinl.ah daerah. 

15. Sistem Penyediaan Air Mmum Bukan Jaringan Perpipaan 
{disingkat SPAM BJP! adalah Suatu kesatuan sistem fisik (teknik) 
dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat 
individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya 
dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak 
termasuk dalam SPAM. 

16. Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) adalah 
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 
proses penyelenggaraan pengcmbangan SPAM, bagaimana dan 
kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

17. Studi Kelayakan Penyelenggaraan SPAM adalah Studi untuk 
mengetahui tingka kclayakan usulan pembangunan eietem 
penyediaan air minum di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari 
aspek kelayakan teknis teknologis, lingkungan, sosial, budaya, 
ekonomi, kelembagaan dan finansial yang disusun berdasarkan: 
a. Rencana Tnduk Pcnyelenggaraan SPAM yang telah 

ditetapkan; 
b. basil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, soetat, 

budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; serta 
c. kajian sumber pembiayaan. 

18. Tugas Pembantuan adalah Pcnugasan dari Pemerintah kepada 
daerah da.n/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 
kepada yang menugaskan 

1.3. Makaud da.n Tujuan 
Makaud Penyusunan Jak!ltrada adalah sebapj pedoman bagi 
Pemerintah Kabupaten, pengelola (Perumda dan bukan Perumda] dan 
pemangku kepentingan lamnya dalain melaksanakan Penyelenggaraan 
SPAM yang berkualitas. 
Sedangkan tujuan dari penyusunan Jakstrada ini adalah: 
(1) menyeleaaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan 

SPAM; 
(2) menyelenggarakan eisum fisik (teknikj dan non fisik 

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat 
dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan 
prasarana dan sarana sanitasi; dan 

(31 memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara 
berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat. 

1.4. Landasan Hukum 
Beberpa regula3i terkait yang mengatur mengenai arah kebijakan dan 
pengaturan teknis diantaranya yaitu: 
(I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Te.bun 1945; 
(2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan I Oaerah; 



(3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya 
Air; 

(4) Peraturan Preskien Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemenntah; 

(51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usa.ha 
M11ilc: Negara; 

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 
Pengu3ilhaan Sumber Daya air; 

(7) Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Milik 
U&aha Daerah; 

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama 
Daerah; 

(9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PfIT/M/2006 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Min.um (KSNP-SPAM); 

(10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkea/Per/!V/2010 
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 

(11) Peraturan Menleri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) 
Pengembangan Siatem Penyediaan Air Min.um; 

(12) Pera1uran Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2016 Ten1ang 
Penyelenggaraan Sislem Penyediaan Air Min.um; 

(13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2016 
tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusal dan/atau 
Pemerintah Daerah Dalam Kerjaae.ma Penyelenggaraan Si11em 
Penyediaan Air Minum; 

(14) Peraturan Menteri PUPR Nomor 25/PRT/M/2016 Tenlang 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Sadan Usaha; 

(15) Peraturan Men1eri Dalam Negcri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rance.ngan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rcncana Kerja Pemerintah Daerah; 

(16) Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 118 Ttt.hun 2018 Tentang 
Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, 
Pelaporan dan Evaluasi Sadan Usnha Milik Daerah; 

(17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 
tentang Standar Tek:nis Slandar Pelayanan Minimal Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. t 



BAB II 

VIS!, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDlMN AIR MINUM 

2.1. Visi 
Visi Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM didasarkan 
pada Kebijakan dan Stratcgi Nasional Pengembangan SPAM, dalarn 
kebijakan dan strategi nasional tersebut secam. umum menyebutkan 
kriteria bagi dacrah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air 
minum yang berlrualitas adalah sebagai berikut: 
(1) seluruh masyarakat mendapa.tkan aksea pelayanan air minum 

yang a.man, bailc di lingkungan peromahan, peniagangan, 
perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya; 

{2) masyarakat dapat meminum air secam. langsung dari SPAM 
dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan; 

(3) masyaralcat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, 
seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya; 

!4) berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi; 
(5) masyerakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari 

perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, 
khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; 

{6) masyaralcat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipa.si 
dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan 

(7) Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama 
mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan 
pelayanan SPAM. 

Visi pengembangan SPAM Nasional adalah sebagai berilrut: 

"Terwujudnya masyarokat hidup sehat dan sep.htera dengan air 
minum berlcualil�. 

Berdasarkan visi nasional tersebut dan kondisi di Kabupaten Pinrang, 
khususnya visi Bupab dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 
2019-2024 yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pin.rang yang 
Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi 
Daero.h" maka diturunkan visi SPAM Kabupaten Pinrang adalah sebagai 
berikut: 

"Terwujudnya Ma.syarakat Kabupaten Pinrang yang Hitfup Sehat 
dan Sejahtera dengan Air Minum Berlrualitas. • 

2.2. Misi 
Untuk mencapai visi masyarakat Kabupaten Plnrang yang hidup sehat 
dan sejahtera dengan air minum berkualitas maka disusun misi sebe.gai 
berikut: 
fl) Peningkatan dan pengembangan kapasitas layanan secara lisik 

sistem layanan SPAM sesuai kaidah tcknis dan inovasi teknologi. 
a. pelayanan air minum mernenuhi aapek kuantitas dan 

kontinuitas, mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan 
harga terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan 
rendah; 

b. penyediaan air minum memenuhi standar Jrualitas air minum 
sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi air minum secam. f 



layak baik dari SPAM dengan jaringan perpipaan maupun 
bukan jaringan perpipaan; 

c. Penyediaan aarana dan infra.1UUktur rur minum yang mcmadai 
guna menjaga kclcrscdiaan dan kualitas air minum. 

121 Mcmenuhi kebutuhan air baku yang bcrkualitas dan bcrkelanjutan 
dalam pengemangan SPAM. 
a. pemanfaatan potenet sumber air baku dari air pennukaan dan 

air tanah scrta aumber lain dengan ans kcberlanjutan; 
b. mcningkalkan kualitas air minum agar memcnuhi standar baku 

mutu dan pcrsyaratan kcschatan manusia yang telah diatur 
dalam peraturan yang berlaku di Indonesia; 

c. pclakSQnaan upaya bersama yang terpadu dalam pcrlindungan 
air beJcu antara Pemcrintah Kabupaten Pinrang dan masyarakat 
dalam rangka mcnjamin pcnyelcnggaraan eiatem penyc<liaan air 
minum yang berkclanJutan; 

d. pc\cstarian sumber air baku untu.k menjamin kclersediaanya 
dengan melakukan konservasi sumber daya alam di lingkungan 
&umber air baku dan pengelo!aan pcnyehat.an lingkungan yang 
bai.k agar melindungi air baku dari kontaminaai dan 
penccmaran. 

(3) Meningkatkan kapasitas kelcmbagaan, SDM dan Penerapan NSPK. 
a. penyelcnggara SPAM yang terencana dan tcrkclola sccara baik 

olch pemerintah kabupatcn aehingga dapat dilaksanakan 
aecara cfckti!, efisien dan profesional; 

b. penyelcnggaraan SPAM yang bertumpu pada prinsip 
ketcrbukaan, peran sert.a, dan dapat dipcrtanggungjawabkan 
dalam pengelolaannya; 

c. peningkatkan kapasitas kelcmbagaan pcnyediaan air minum di 
semua tingkatan (PDAM, SPAM IKK, clan SPAM masyarakat); 

d. memberdayakan masyarakat dan dunia usaha untuk bcrpcran 
aktif dalam pcnyelenggaraan SPAM; 

e. mengoptimalkan kerjasama antar kclembagaan SPAM. 
(4) Melaksanakan pola pendanaan den kerja sama dengan badan 

usaha, swasta dan masyarakat scbegai mitra pengelolaan 
pcngembangan SPAM: 
a peningkatan penganggaran belanja air minum pada APBD 

Kabupaten/Kota serta pcningkatan dukungan pembiayaan dari 
Pemcrintah Prcvinei dan Pemerintah Pusat; 

b pcngcmbangan sistem pembrayaan dan pola investasi untuk 
pcnyelenggaraan SPAM; 

c pengembangan potensi pendanaan pcngembangan air minum, 
antara lain mclalui pcmanfaatan DAK air minum, hrbah air 
minum dan pcminatan untuk mengikuti beberapa proyek 
bantuan pcngembangan SPAM yang tcrkait dengan upaya 
target pcncapaian RPJMN maupun pcncapa.ian sasaran 
lainnya. 

2.3. Tujuan 
Tujuan kebijakan dan atrategi adalah scbagai berikut: 
(1) pcningkatan cakupan wilayah pclayanan air aunum yang 

berkualit.as; 
tersedjanya kcntinurtas air baku dan air minum bagi masyarakat; 
peningkatan kincrja kelcmbegaan pcngclola Sistem Penycdiaan I Air Minum menuju pelayanan Good Governance; 

(2) 
(3) 



(4) mcngcmbangkan lnovasi Program daJam peningkatan kapasitas 
kclcmbagaan serta pendanaan operator sysiem. penycdiaan air 
min urn. 

2 .4. Sasaran 
(1) rncmperluas akses penduduk dalam pemcnuhan kcbutuhan 81J' 

minum mcnjadi 100% Pada Tahun 2024; 
(21 pclayanan air minum yang berkualitas; 
(3) fungsionalisasi layanan air minum wilayah pcrkotaan dan 

pcdcsaan; 
(4) pclayanan jam opcrasi air minum wilayah perkotaan mcncapai 24 

Jam; 
(5) pcningkatan opcrasi jumlah SPAM yang ba.ru; 
(6) peningkalan kapasitas kclembagaan penyelenggara SPAM. 1 



BAB III 

ISU STRATEGJS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANOAN 
SJSTEM PENYEOIMN AIR MINUM 

3.1. lsu Strategis dan Pennasalahan Pengembangan SPAM 
3.1.1. Akses Aman Penduduk Terhadap Air Minum 

Dalam aspck cakupa.n dan lcualitas, reu strategis dan 
permasalahan meliputi: 
(1) tingkat pertumbuhan cakupan pclayanan air minum 

sistem perplpaan dalam 10 tahun terakhir bclum dapat 
mengimbangi pesatnya tingkat perkcmbangan penduduk; 

(2) SPAM non-perpipaan selama 30 tahun terakhir 
bcrkembang lebih pesat daripada SPAM perpipaan, namun 
perkembangan SPAM non perpipaan terlindungi maaih 
memerlukan pembinaan; 

(3) belum beffungsinya layanan air exis!ting Perusahaan 
Daera.h Air Minum (selanjutnya disingkat PDAMI 
khueusnya di wilayah ibu kota kabupaten dan wilayah rbu 
kota kecamatan lainnya; 

(4) akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh 
wilayah Kabupaten Pinrang; 

(5) kurangnya pemeriksaan rutin dari instan11i terkait 
terhadap kualitas air minum; 

(6) sistem pcngolahan air terutama air permukaan yang sesuai 
dengan persyaratan m.asih terbatas dilakukan oleh PDAM, 
sedanglcan Jembaga layanan lainnya belum diterapkan 
secara menyeluruh; 

(7) masih kurangnya kesadamn muyarakat dalaJn menjaga 
kuantitas dan kualitas sumber air; 

(8) tingkat ketulangan air masih tergolong tinggi; 
(9) scbagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi 

kriteria layak minum, namun kontaminasi sering terjadi 
pada jaringa.n distribusi; 

(10) masih tingginya angka preva]ensi penyakit yang 
disebabkan buruknya akses air minum yang aman 
(waterborn diseases]; 

(11) akses air pada sebagjan wilayah hanya bisa digunakan 
pada jam tenentu sa.ja. 

3.1.2. Pendanaan 
Tsu strategis dan permasalahan terkait pendanaan SPAM 
diantaranya ada.Jag sebagi berikut: 

(1) penyelenggaraan SPAM mengalami kesulitan dalam 
masalah pendanaan untuk pengembangan, maupun 
operasional dan pemeliharaan yang disebabkan oleh masih 
rendahnya tarif dan m.asih tingginya bcban operasional 
clan hutang; 

(2) invcstasi pengembangan SPAM selama ini lebih bcrgantung 
dari sumber dana dari pusat; 

(3) komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah 
dalam pengembangan SPAM masih rendah; 

(4) partisipesi swasta yang masih rendah dalam mcmbantu 
pendanaen atau mcnyalurkan dana CSR dala.m bidang air I mmum; 



(5) bclum terciptanya kcrjasamanya dengan pihak swasta 
dalam pclayanan air minum; 

(6) belum optimalnya penggalian potenei pendanaan dari 
masyarakat; 

(7) taraf air minum yang masih rendah. 

3.1.3. Kelcmba.gaan 
Beberapa isu strategis dan pennasalahan dalarn peningkatan 
kapasitas kelembagaan ant.am la.in: 
(11 OPD atau instansi terkait belum sepenuhnya berfungsi 

sebagai regulator; 
(21 Pemerintah Daerah belum mcmiliki dokumen pcrencanaan 

khusus untuk pengembangan SPAM berupa Jakstrada; 
(3) penyelenggara SPAM masih \emah dalam menerapkan 

ManaJemen Aset secam efisien; 
(4) lemahnya fungsi lembaga/dinas teknis di daerah terkait 

penyelenggaraan SPAM sehingga peran pembmaan 
pengemba.ngan SPAM menjadi sangat lemah; 

(5) prineip pengusahaan (Full Cost Rerot1e,y) belum 
sepenuhnya dapat diterapkan oleh PDAM, termasuk 
rekruitmen SOM yang belum terpa.du dengan program 
pengembangan SOM Penyelenggara SPAM; 

(61 organisaei kelembagaan belum sepenuhnya aktif dan 
memahami tugas dan kewajiban dalam operasional dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM; 

(7) kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan pengelola 
Lembaga SPAM; 

(8) masih kurangnya dukungan dari masyarakat tcrhadap 
pengelola lembaga; 

(9) belum serah terima asset sehingga menghambat 
pemerintah dacrah dalam melakukan perbaikan atau 
pemeliharaan. 

3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan 
lsu strategis dan permasalahan terkait Pengemba.ngan dan 
Penerapan Peraturan Penmdang-Undangan adalah sebagai 
berikut: 
(1) NSPK bidang air minum di tingkat nasional belum 

ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah; 
(2) Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam. di wilayah 

pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan 
belum ada; 

(3) Air minum yang didistribusikan masih banyak yang belum 
memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, 
serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi; 

(4) upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai 
dengan dana yang cukup sehmgga tidak memperh.a.tlk8n 
kaidah teknis yang berlaku; 

(5) pengaturan yang mengatur terpenuhinya kcpentingan yang 
seimbang ant.am pelanggan dan Penyelenggara SPAM 
belum tegas; 

(6) penempan peraturan serah terima aset masih 11ulit. I 



3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum 
Jsu slrategis dan permasalahan terkait Pemenuhan Kebutuhan 
Air Baku Untuk Air Minum adalah sebagai berikut: 
(lj kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin 

terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan rur 
(Catchment Area) tidak terkelola dengan benar; 

(2) kualitaa sumber air baku sema.kin menurun akibat 
meningkatnya aktivitaa dan kegiatan masyarakat dan 
industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap 
lingkungan; 

(3) adanya peraturan perijinan penggunaan air baku di 
beberapa daerah yang tidak selams dengan peraturan yang 
lebih tinggi sehingga pemanfaatan air balru yang lintas 
wilayah seringkali menimbulkan konnik; 

(4) upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku 
masih belum optimal; 

(5) rcsistensi masyarakat di sekitar sumber air baku terhadap 
pemanfaatan sumber air bnku untuk Air Minum karena 
digunakan untuk irigasi atau kegunaan lainnnya. 

3.1.6. Peran dan Kemitraan Badan Usaha sena Masyarakat 
lsu etretegia dan permasalahan terkail Peran dan Kemitraan 
Badan Usaha serta Masyarakat adalah scbagai berilrut: 
(1) air masih dipandang sebagai benda aosial meslapun 

pengo!ahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya 
relatif besar dan masih dianggap sebagai urusan 
pemerintah; 

(2) potensi masyarakat dan dunia use.ha belum diberdayakan 
8CC8I8 optimal: 

(3) kesadaran masyarakat akan penghematan air masih 
rendah 

(4) jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada 
pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada 
masyarakat dalrun pengembangan SPAM masih terbatas; 

(5) lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, 
mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang 
dibangun; 

(6) pembinaan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam 
pengembangan SPAM masih terbatas: 

(71 sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan 
investasi dalam pengembangan SPAM. 

3.1.7. lnovasi Teknologi 
Jsu strategis dan permasalahan terkait lnovasi Teknologi adalah 
sebaga.i berikut: 
(I) inovasi tcknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk 

kawasan yang mcmiliki keterbe.tasan kualitas air baku 
masih belum berkembang; 

(2) inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi 
dan penurunan kchilangan aJr fisik masih perlu 
ditingkatkan; 

(3) pemanfaatan air basil daur ulang dari lnstalasi Pengolahan 
Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih I kurang berkembang. 



3.2. Tantangan Pengcmbangan SPAM 
Kcbutuhan air minum yang mcmcnuhi pcrayaratan (kuantitaa, 
kualitas, dan kontinuitaa) adalah mcrupakan kcbutuhan utama bagi 
masyaraka.t, scdangkan pcnycdiaan air di alam mcnunjukkan 
pcnurunan karcna bcrbagai faktor akibat kcrusakan lingkungan. 
Upaya pcmbangunan dan pcngembangan pclayanan air minum harus 
sclalu diupayakan dcngan tctap menjaga kelestarian sumbcr-sumbcr 
air, di lain pihak pcmbangunan infrasturktur pclayanan air min um 
akan terua diupo.yakan untuk mcningkatkan pclayanan kepada 
m.asyarakat. 

Penycdiaan air minum mcrupakan salah satu kcbutuhan dasar dan 
hak sosial ckonomi masyaraka.t yang harus dipcnuhi olch Pemcrintah, 
baik Itu Pemcrintah Dacrah maupun Pemcrintah Pusat. Keterscdiaan 
air minum merupakan salah satu pcncntu pcningkatan kcscjahtcraan 
masyarakat, yang mana diharapkan dcngan keteTsecliaan air minum 
de.pat mcningkatkan dcrajat kcschatan masyarakat, dan dapo.t 
mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, schingga dapat 
tcrjadi pcningkatan pcrtumbuhan ckonomi masyarakat. Karena itu, 
pcnyediaan sarana dan prasarana air minum mcnjadi salah satu kunci 
dalam pcngembangan pcrekonomian suatu wilayah administrasi. 

Sejalan dcngan peran Pemcrintah Pusat scbagai fasilitator dalam era 
otonomi dacrah dan bcrkaitan dcngan Undang Undang tentang Sumbcr 
Daya Air, Pemcrintah tclah mcncrbilkan produk pcngaturan setingkat 
Peraturan Pemcrintah yang mcmberikan pcdoman, batk kcpada 
pemcrintah kabupaten/kota dan pihak lrunnya yang tcrkait dcngan 
penyelenggaraan pclayanan air minum maupun kcpada masyarakat 
scbagai pcngguna layanan air minum, yaitu Pcraturan Pemcrintah 
Nomor 122 Tahun 2015 tcntang Pengcmbangan Sistcm Pcnycdiaan Air 
Minum. Wcwcnang dan tanggung jawab pcmerintah dalam 
pcnyclcnggaraan pengembangan Sistem Pcnycdiaan Air Minum (SPAM) 
adalah: 
(1) mcnetapkan kebijakan dan stratcgi nasional; 
(2) mcnctapkan nonna, standar, pcdoman dan manual (NSPM); 
(3) memfasilitasi pcmenuhan kcbutuhan air baku. 

3.2.1. Tantangan Internal 
Tantangan internal dalam pcngembangan SPAM adalah sebagai 
berikut: 
(1) terba.tasanya anggaran daerah dalam rangk.a 

pengembangangan SPAM; 
(2) sebagian bcsar SPAM existing khuauanya yang di kelola 

olch PDAM belum bcrfungsi; 
(3) tcrba.tasnya ilmu pengetahuan dan tcknologi SOM dalam 

pcngcmbangan, opcrasi, pengeiolaan dan pemcliharaan 
sarana dan prasarana SPAM; 

(4) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam 
mendukung operaai dan pemcliharaan sarana dan 
prasarana SPAM; 

(5) Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi kelcmbagaan yang 
masih rcndah dalam mcndukung operasi dan 
pcmeliharaan sarana dan prasarana SPAM. r 



3.2.2. Tantangan Eksternal 
Tantangan ekstemal dalam pcngemba.ngan SPAM adalah scbagai 
bcrikut: 
(I) kurangnya anggaran baik dari puaat maupun luar negeri 

dalarn pengembangan SPAM; 
(2) scrah terima asset dengan pemerintah pusat dengan 

daerah atau PDAM; 
(3) bantuan pemerintah puaat dalam rangka fungiiionaliaasi 

sarana dan prasarana e.id$ting SPAM; 
{4) peran swasta dalam pengembangan SPAM; 
(5) melaksanakan komitmen terhadap kesepa.katan SDG's 

serta Kyoto Protocol, dimana pembangunan perkotaan 
harus dilaksanakan bcrimbang dengan pembangunan di 
perdesaan; 

(6) meningkatkan ekonomi dengan pembcrdayaan potensi 
Jokal dan masyarakat, serta pemngkatan pcran serta dunia 
usaha; 

(7) meningkatkan iklim invcatasi yang kompelitir melalui 
peningkatan kondiai keamanan dan pcraturan daerah; 

{8) melaksanakan pcngembangan SPAM dengan 
mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan dan I konservasi. 



BAB IV 

KEBWAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEOlMN A.IR MINUM 

4. L Skenario Pengembangan SPAM 
Rencana pcntahapan pcnyclcnggarakan program/kegiat.an 
pcngembangan SPAM, harus mengacu pada kondisi pcrmasalahan 
dan/atau harus menjawab pcnnasalahan pcnyediaan air minum, 
kondisi ek3i.siting sarana dan prasarana air minum, kondisi existing 
kelembagaan-kelembagaan yang tcrlibat di dalam pcnyelenggaraan 
SPAM di Kabupaten Pinrang. Skenario Pcngembengan SPAM ini 
diha.rapkan dapat mcnjadi acuan di da1run menyusun program/kegiatan 
sccara bcrtahap. Skcnario Pcngembangan SPAM di Kabupaten Pinrang 
diuraikan scbagai bcrikut: 
(1) Program Pcngembangan Unit Air Baku; 

a. kegiatan pcrlindungan dan konservasi sumbcr daya alam dan 
sumbcr daya air; 

b. kegiatan pcnyclamatan dan pclestarian sumber mala air; 
c. kegiatan Pcnelitian dan pcngcmbangan sum.her air balru baru; 
d. konitoring kualita.s air baku sccara pcriodik. 

(2) Program Pcngcmbangan Unit Produk3i; 
a. kegiatan pcningkatan kapasltas produksi; 
b. kegiatan pcmelihara.an dan pcmbangunan reservoir dan bak 

pcnyaring; 
c. melcngkapi unit produksi bcrdasarlca standar pcngolahan; 
d. kcgiatan pcningkatan lllUll.na den prasarana laboratorium; 
e. monitoring kualitas air psoduksi secara pcriodik. 

(3) Program Pengembangan Unit Distribusi; 
a. kcgiatan pcmeliharaan, pcngembangan dan pcmbangunan 

jaringan transmisi dan distribusi; 
b. kegiatan penambahan SR; 
c. kcgiatan pemasangan dan pcnggantian meter induk dan meter 

pclanggang; 
d. kcgiatan pcmutakhiran data dan sistcm jaringan. 

(4) Program Pengembangan Kapasitas Sistem; 
a. mendorong fungsionalisasi existing layanan PDAM yang bclum 

bcrfungsi; 
b. mcndorong pihak swasta untuk bcrpcran dalam layanan SPAM 
c. kegiatan Pcngcmbangan dan optimalisasi SPAM Pcrdesaan; 
d. kcgiatan Pcrluasan SPAM perdcsaan melalui Program 

Pamsimas, OAK, Replikasi dan program-program lainnya; 
e. kcgiatan meningkatkan kapasitas pcngclola SPAM pcrdesaan; 
f. kegiatan membcntuk asoeiasi SPAM pcrdesaan; 
g. Penurunan kchilangan air. 

(5) Program Pcngcmbangan Pcningkatan Pcran Swasta dan 
Masyarakat Dalain Pcmbiayaan Pcngcmbangan SPAM; 
a. mendorong swasta dan masyarakat dalam pc:mbiayaan 

pengembangan SPAM; 
b. mcnyiapkan rcgulasi dalam dalam pcmbiayaan pcngembangan 

SPAM; 
c. mcndorong partisipaai swasta untuk menyalurkan dana CSR I dalam bidang air minum. 



4.2. Kebijakan dan Strategi Pengcmbangan SPAM 
Kebijakan dan S!.ra.tegi Pcngcmbangan SPAM di Kabupaten Pinrang 
adalah sebagai berikut: 

Kebijakan 1: Pcningka1.an akscs aman air minum bagi scluruh 
masyarakat melalui jaringan pc:rpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan tcrlmdungi. 

Stralegi I: Pengembangan pelayanan SPAM di wilayah 
pcrkotaan dan pcrdesaan kabupaten Pinrang 
dengan pengaturan wilayah pelayanan antara PDAM ·= oon PDAM (BP 
SPAMS/HIPPAM/PAMS[MAS). 

Stratcgi ini dilaksanakan melalui rencana ti.ndak 
sebagai berikut: 
a. mcndorong fungsionalisasi layanan Exisiting 

POAM yang belum berfungsi; 
b. berperan aktif daJam mewajudkan SPAM 

Regional Ajatappareng; 
c. pengaturan pembagian wilayah pclayanan 

antara Pcrurnda dan BP 
SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS dcngan 
mcmperhatikan kond.isi topografi, geografi dan 
sosial ckonomi serta keberadaan sumber mata 
filr, 

d. wilayah pelayanan Pcrumda adalah kawasan 
Pcrkotaan Kecama1.an dan kawasan perdesaan 
dilayani BP SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS. 

Strategi 2: Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung 
pertumbuhan ekonomi. 

mendukung 
percepatan 

untuk 
dal= 

Strategi ini dilaksanakan mclalui rcncana tindak 
sebagai berikut: 
a. mengembangkan SPAM untuk kebutuhan non 

rumah tangga antara lain industri, niaga dan 
pariwisata; 

b. mengembangkan SPAM 
program pemcrintah 
pertumbuhan ekonomi; 

c. mengembangkan SPAM untuk mcndukung 
program penanggulangan kcmiskinan daerah 
dan pcngcmbangan indikalor kesejahteraan 
sosial; 

d. mengurangi disparit.as cakupan pelayanan 
SPAM antar kawasan. 

Strategi 3: Meningkalkan dan mcmperluas ak8es Air Minum 
yang aman melalui SPAM bukan janngan 
perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. 

Strategi ini dilaksanakan 
scbagai berikut: 

melalui rcncana tindak 

I 



Strategi 4: 

St.ratcgi 5: 

a. mcninglcatkan prasarana dan sarana SPAM 
bukan jaringan perpipaan tidak tcrlindungi 
mcnjadi terlindungi; 

b. mcngembangkan SPAM bukan 
pcrpipaan mclalui program 
pcrcontohan dan dana bcrgulir; 

c. mclaksanakan pcmbangunan SPAM bukan 
jaringan pcrpipaan yang sceuai dcngan kondisi 
potcnsi dan permasalahan sctcmpat; 

d. mclakukan pcmbinaan dan pengawasan telatis 
prasarana dan sarana SPAM bukan janngan 
pcrpipaan, ant.ara lain melalui pcmanfaatan 
sanitarian; 

e. mcninglcatkan Penyelcnggaman S'I'BM kerja 
sama lintas instansi pemcrintah. 

Optimalisasi pelayanan air minum. 

Stratcgi ini dilaksanakan mclalui rcncana tindak 
scbagai bcrikut: 
a. rchabilit.asi prasarana jaringan dsetribusi air 

minum perkotaan SPAM; 
b. rchabilitasi prasarana jaringan distribusi air 

minum perdcsaan; 
c. optimasliaasi kapasitas yang bclum tcrpakai 

(idle copacityj oleh Perusahaan Umum Dacrah 
(Pcrumda). 

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi 
pcrsyaratan baku mutu yang bcr!aku. 

St.ratcgi ini dilaksanakan melalui rcncana tindak 
scbagru bcrikut: 
a. mcningkatkan kcsa.daran Pcngelola Air Minum 

untuk mclaksanakan pengawasan internal 
lrualitas air minum; 

b. pcningkatan pcngawasan kualitas air minum 
dcngan mcmbangun maupun melcnglcapi 
ba.han dan pcralatan untuk mengukur kualitas 
air pada Jaboratorium-Jaboratorium di earuan 
kcrja tcrkait dengan pengawasan kualitas 8lf 
min um; 

c. rchabilitasi prasara.na jaringan distribusi air 
minum perkotaan; 

d. mcncgakkan kontrol kualitas melalui 
pcngaplikasian standar tcknis dan monitoring 
secara bcrkaht terhadap kualitas air yang 
diterima atau dipakai masyarakat; 

e. mclakukan pembinaan kepada pcnyelenggara 
PDAM dan non PDAM untuk meningkatkan 
pcngawasan kualitas air minum sccara bcrkala 
melalui penugasan OPD yang mcmbidangi 
pengawasan kualitas air minum dan 
pemanfaatan sanitarian; l 

jaringan 
stimulan, 



Stratcgi 6: 

Stralegi 7: 

f. memberikan insentif kepada Penyelenggara 
SPAM yang berinisialif untuk rneningkatkan 
lrualitas air minum; 

g. memfasilitasi pelaksanaan rencana 
pengamanan air minum (water safety pla!l) 
melalui konservasi sumber air; 

h. pengembangan dan operasional laboratorium 
Unglrungan; 

i. pemantauan lrualitas lingkungan mengenai 
kondisi sumber air baku. 

Menurunkan tingkal kc:hilangan air. 

Strategi ini dilaksanakan melatui rencana tindak 
sc:bagai berilrut: 
a. melakukan bimbingan teknis kepada 

penyelenggara SPAM dalam penanganan 
masalah kchilangan air; 

b. memberikan insentif kepada penyelcnggara 
SPAM yang memiliki program pc:nurunan 
tingkat kehilangan air, 

c. memberikan disinsc:ntif kepada Penyelcnggara 
SPAM yang memiliki tingkat kehilangan air 
tinggi dan tidak memiliki program pc:nurunan 
tingkat kc:hilangan air; 

d. mc:mfasilitasi penyelenggara SPAM untuk 
mc:Jakukan kampanye pc:ncegahan pencurian 
air. 

Mcngembangkan sistcm informasi dan pendataan 
dalam rangka pemantauan dan eva1uasi kinc:rja 
pelayanan Air Minum. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. menyusun dan memvalidas1 database serta 

mc:nyusun manajcmen sistem infonnasi 
penyediaan air minum; 

b. mc:mbangun jejaring sistem informasi 
Pcnyelc:nggaraan SPAM an tar 
institusi/lembaga di pusat maupun di daerah 
sc:rta lintas sc:ktor; 

c. menetapkan institusi/lembaga yang 
mengkoordinasikan pc:ngelolaan sistem 
informasi pc:nyc:lenggaraan SPAM; 

d. mcningkatkan pc:ran pemerintah dacrah dalam 
hal ini OPD yang bidang tugasnya mc:nangani 
air minum untuk menyediakan data 
penycdiaan air minum; 

e. melaksanakan bimbingan tc:knis SDM daJam 
rangka pemutakhiran data penyediaan air 
min um; 

f. melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan 
indikator pc:nilaian dc:ngan instansi pc:nyedia I data dan pc:taksana kegiat.an statistik. 



Kebijakan 2 Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan 
pcnyelenggaraan alternatif sumber pembiayaan. 

Strategi I: Mengembangkan sumber alternatif pembiayaan 
melalui penciptaan sistem pcmbiayaan dan pola 
investasi. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. mengembangkan sumber altematif 

pcrnbiayaan rnelalui penciptaan sistem 
pcmbiayaan dan pola investasi scpcrti gambar 
di bawah ini: 

b. meningkatkan alokasi APBD untuk rnernenuhi 
kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian 
target universal akses; 

c. mendorong pemerintah provinsi dan pusat 
untuk mengalokasikan dana khusus dalam 
fungsionalisasi layanan existing PDAM; 

d. mendorong pemenntah provinsi dan pusat 
serta badan uaaha untuk meningkatkan 
pendanaan disektor air minum me!alui 
pendanaan APBD provmsi dan APBN, CSR, 
dunia use.ha, dan lembaga 
keuangan/pcrbankan; 

e. meningkatkan pendanaan melalui perolehan 
dana non pemerintah, scpcrti pinjaman dan 
hibah dalam dan luar negeri, puuaman 
perbankan, ptnjaman non-perbankan, dan 
obligasiperusahaan; 

f. memfasilitasi penerapen tarif dengan prinsip 
pemulihan biaya penuh oleh PDAM den non f PDAM. 

1 



Strategi 2: Pcningkatan kemampuan financial 
penyclenggara SPAM. 

internal 

Strategi 3: 

Strategi 4: 

Slrategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. memfasilitasi upaya peningkatan kinerja 

keuangan sccara internal dengan pembuatan 
Laporan keuangan sesuai ketentuan BPKP; 

b. memfasilitasi upaya efissicnsi biaya dcngan 
mclakukan efisicnsi energy pada setiap unit 
SPAM Pcrumda; 

c. memfasilitas1 penyelengga.ra BP 
SPAMS/HIPPAM/PAMSIMAS untuk membuat 
laporan kcuangan sesuai dengan standar; 

d. mcmfasilitasi penerapan tarif dcngan prinsip 
pemulihan biaya pcnuh oleh PDAM dan non 
PDAM. 

Pcndanaan untuk SPAM di pcdcsaan. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai bcrikut: 
a. mcnerapkan mckanisme pelaksanaan 

pendanaan untuk SPAM di pcdcsaan; 
b. Pcmcrintah Dcsa dapat mcnerima dana 

bantuan/hibah untuk pengcmbangan SPAM 
dan Pcmcrintah/Swa5ta dengan mclakukan 
MoU (Memorandum o/ Unde�tandingt; 

c. pcnanggung jawab pendanaan untuk 
pengembangan SPAM di pedcsaan adalah 
kcpala dcsa; 

d. mclakukan monitoring dan cvaluasi pada 
sctiap dana yang digunakan untuk SPAM 
mclalui kcpala desa; 

c. mcnetapkan dana retribusi/tariff, dana 
operasional dan pemchharaan eerta dana 
untuk operasional pcgawai berdasarkan 
monitoring dan cvaluasi pada setiap dana yang 
digunakan untuk SPAM. 

Mcningkatkan peran duma usaha/swasta 
dan/atau masyarakat dalam pembiayaan sarana 
air minum. 

Stratcgi ini dilaksanakan mclalui rencana tindak 
sebagai bcrikut: 
a. mcnggalang kerjasama pendan.aan dengan 

dunia usaha bagi perlua.san akses air minum; 
b. mcningkatkan kepedulian badan usaha dan 

masyarakat daJam pengcmbangan SPAM; 
c. Mengembangkan pola pembiayaan mclahti 

CSR, melalui rencana tindak sebagru. bcrikut: 
I) mcngoptimalkan forum komunikasi untuk 

sinkronisasi program antara perusahaan 
swasta dcngan pemcrintah; t 



2) memetakan kebutuhan pengembangan 
SPAM yang dapat di danai oleh dana CSR; 

3) menyusun mekanisme pelaksanaan 
program Pengembangan SPAM dari dana; 

4) melalrukan promosi kerjasama 
pengembangan SPAM berba:lis 
masyarakat dengan lembaga pengelola 
yang berkinerja baik melalui kegiatan CSR 
oleh ke\ompok kerja air minum dan 
peneyehatan lingkungan; 

S) melaksanakan sosialisasi dan 
pemantauan terhadap Penyclenggaraan 
SPAM yang melalui dana CSR. 

Kebijakan 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan 
pengembangan SPAM. 

Strategi I: Pengembangan dan penguatan kelembagaa.n SPAM. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
seba.gai berikut; 
a. evaluasi keorganisasian SPAM; 
b. peningkatan kualitas SOM pengelola SPAM; 
c. pemenuhan kuantitas SOM pengelola SPAM. 

Strategi 2: Memperkuat kapasitas 
Penyelenggaraan SPAM. 

SOM dalam 

Strategi 3: 

Strategi inl dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. melakukan pembinaan dalam rangka 

peningkatan kapasitas SOM yang terkait 
dengan penyelenggaraan Penyelenggaraan 
SPAM, baik SOM dari kalangan pemerintah, 
penyelenggara, pelaksana konstrnksi, dan 
penyedia jasa konsultasi, antara lam melalui 
pendidikan dan pelatihan; 

b. mendorong pengisian jabatan 
stru.ktural/fungsional oleh SOM yang mellUliki 
sertiflkat kompetensi yang sesuai; 

c. menyusun mekanisme yang efektif unruk 
mengembangkan kapasitas SOM; 

d. meningkatkan dulrungan pendanaan untuk 
mengcmbangkan kapasitas SOM; 

e. meningkatkan slcala pelaksanaan program 
penyelenggaraan kapasitas SOM. 

Memperkuat peran dan fungsi OPO da1am 
penyelenggaraan SPAM. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. mengefcktifkan peran regulator sehingga 

marnpu mempunya.i target capa.ian dalam I Penyelenggaraan SPAM. I 



Strategi 4: 

Strategi 5: 

b. memberi pedoman pcngaturan rugaa tungsi 
OPD dalam pcnyelenggaraan pcnyelenggaraan 
SPAM. 

c. meningkatkan pc\aksanaan tugas fungsi 
dalam: 
1) pcrencanaan; 
2) pc\aksanaan; 
3) pcngawasan; dan 
4) pcnyediaan data dan infonnasi. 

Menerapkan prinsip Good Corporate Governance 
untuk Penyeknggara/openttor SPAM. 

Stratcgi ini dilaksanakan melalui rencana tindak 
scbagai bcrikut: 
a. Mcnerapkan tata kelola pcrusahaan secara 

transparan, akuntabcl, kompetitif, berkeadilan 
dan professional; 

b. menerapkan sistem manajemen mutu 
termasuk penyusurum dan penerapan SOP 
untuk operasi dan pcmeliharaan SPAM; 

c. mcnyusun pcdoman dan pclaksanaan evaluasi 
kinerja pengelolaan SPAM secara periodik; 

d. memfasilitasi pcningkatHn kinerja lcmbaga 
pcnyelcnggara SPAM; 

e. menerapkan manajemcn keuangan 
pc:nyelcnggara SPAM IICC8r8 efisien. 

Mengembangkan manajemen asset SPAM dalam 
rangka meningkatkan cfisiensi dan efektifitas 
pc:ngelolaan. 

Strategi ini dilaksanakan mclalui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. menyusun pedoman pcnerapan manajcmen 

asset yang efisien; 
b. me\akukan pembinaan melalui sosialisasi dan 

pcndampingan penerapan manajemen asset; 
c. mcningkatkan manajemen dan optimalisasi 

asset POAM. 

Kebijakan 4 Pemcnuhan kcbutuhan air baku untuk air minum secara 
berkclanjutan. 

Stratcgi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungat dan 
perlindungan sumber air baku. 

Strategi in! dilaksanakan mclalui rencana tlndak 
sebagai berikut: 
a. menctapkan sumber air baku utama dalam 

RTRW; 
b. melakukan kegiatan konservasi terhadap 

sumber mata air me\alui penghijauan dan 
pembangunan sumur resapan di daerah \ 



Stratcgi 2: 

tangkapan air, serta melakukan eksplomsi 
sumber-aumber mata air yang belum dikelola; 

c. meningkatkan tampungan air dan 
mengendalikan alih fungsi Jahan sesuai 
RTRW; 

d. meningkatkan upaya penghem.atan air serta 
pengendalian pcnggunaan air tanah; 

e. Memfasilitasi kece.matan/kelurahan untuk 
membangun sumur resapan, terutama di 
daerah pemukiman. 

Meningkatkan konscrvasi wilayah sungai dan 
perlindungan ,umber air baku. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tim:1a.k 
sebagai berikut: 
a. menetapkan rencana alokasi dan ha.k guna air 

bagi pengguna yang sudah ada dan yang btlru 
sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan 
sumber daya air pada setiap wilayah sungai; 

b. memastikan pengelolaan sumber air terpadu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan air 
minum; 

c. meningkatkan upaya Penyelenggaraan 
sumber air be.ku dengan memadukan 
kepentingan antar wilayah dan antar pemilik 
kepentmgan; 

d. pcngaturan hak guna air dilakukan oleh 
pemerinlah daerah melalui peraturan daerah 
untie kemudian disosialisasikan kcpada 
pcngguna dan pengelola air; 

e. memastikan pengelolaan sumber air terpadu 
dalam rangka memenuhi kebutuhan air 

r. 
min um; 
pemenuhan kebutuhan air baku 
penyelenggaraan SPAM regional 
kabupatcn/kota. 

dengan 
=w 

Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efcktifitas pcngelolaan 
sumber daya air melalui pendckatan berbasis 
wilayah sungai dan sistem regional. 

Strategi ini dila.ksana.kan melalui renc:ana tindak 
sebagai berikut: 
a. menycdiakan data kebutuhan air baku untuk 

air minum per kabupaten sampai 20 (dua 
Puluh) tahun mendatang; 

b. melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi 
peman!aatan air baku; 

c. mengembangkan potensi pemanfaatan air 
baku secara regional; 

d. melakukan sosialisasi peraturan pcrizinan 
pcmanfaatan air btlku dan kewajiban 
pcnyclenggara untuk memiliki surat izin I pemanlaatan air baku; 



-------- - 

c. mcnyelaraskan peraturan pcrizinan 
pemanraatan air baku di daerah dengan 
peraturan yang lebih tinggi; 

f. mcndorong peningkatkan peran pemerintah 
provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi 
pemanfaatan air baku. 

Kebijakan 5 Penyelenggaraan dan penerapan NSPK di daerah. 

Strategi I: 

Strategi 2: 

Mcmfasilitasi pelegalan peratumn daerah dan 
pencrapkan NSPK yang telah tcrsedia. 

Strategi tni dilaksanakan melalui rencana tindak 
sebe.gai berikut: 
a. mclengkapi produk peretursn perundangan 

dalam pengembangan SPAM di daerah 
bcrupa: 
I) Penyelenggaraan Penyelenggaraan SPAM; 
2) Jakstrada Penyelenggaraan SPAM; dan 
3J Rencana lnduk Penyelenggaraan SPAM. 

b. peraturan pusat yang diturunkan menjadi 
peraturan daerah sepert.i RJSPAM harus 
mclalui proses legalisasi; 

c. melakukan pembinaan melalui soeialiaa11i, 
pelatihan, dan pendampingan penerapan 
NSPK; 

d. memfasilitasi penyelenggara dalam mcmbuat 
dokumen tender konstruksi dengan 
mencantumkan Stander Nasional Indonesia 
(SN!) atau Standar Jntemas1onal untuk jenis 
pekerjaan tertentu. 

Menyelenggarakan pengembangan SPAM seauai 
dengan kaidah telmis. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tmdak 
sebagai berikut: 
a. perencanaan pengembangan SPAM 

disesuaikan dengan dokumen perencanaan 
terkait seperti RTRW dan RISPAM; 

b. melaksanakan perencanaan SPAM baru 
sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan 
lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

c. melakukan evaluasi dan melengkapi 
dokumen perencanaan penyelenggaraan 
SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) 
118ar sesuai dengan kaidah telmis yang benar 
clan lengkap. 

Kebijekan 6 Pcningkatan peran dan kemitraan badan us.aha dan 
masyarakat. 

Stratcgi l: Meningkatkan kepedulian 
penyclenggaraan SPAM. 

masyarakat 



Stratcgi ini dilaksanakan melalui rcncana tindak 
sebagai berikut: 
a. sosialisasi tentang hak guna air dari 

dinas/instansi terkait; 
b. menggalakkan kampanye Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat {PHBS) melalui mobilisasi 
tenaga promosi kesehatan, tokoh 
ma.syarakat, kelompok masyarakat, dan 
media massa, 

c. melaksanakan 90flialisasi peran, hak dan 
kcwajiban masyarakat dalam 
pcnyelenggaraan Penyelcnggaraan SPAM; 

d. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat 
melalui pcnerapan pcnyclcnggaraan SPAM 
bcrbasis masyarakat di wilayah yang belum 
tennasuk/sulit tcrjangkau wililyah pelayanan 
PDAM; 

c. melaksanakan sosialisasi hemat pcnggunaan 
air; 

r. melakukan pendataan mengcnai kebutuhan 
masyarakat terhadap air minum mela1ui 
Musrcnbang tingkat deaa/kelurahan atau 
kecamatan; 

g. meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
perlindungan daerah tangkapan air. 

Stratcgi 2: Meneiptakan iklim investasi dengan pola insentif 
dan kepastian hukum. 

Strategi ini dilaksanakan mclalui rcncana tindak 
seba.gai berikut: 
a. menyusun pedoman teknis khususnya pola 

kerjasama antara pemerintah dengan swasta; 
b. memfasilitasi a tau kerjasama antara 

penyelenggara dengan dunia usaha (business 
to business! yang sating mcnguntungkan; 

c. memfasilitasi penggunaa.n dana CSR 
sehingga dapat digunakan untuk 
pcngcmbangan SPAM dengan tepat sasaran. 

Kebijakan 7 Penyelenggaraan inovasi tcknologi SPAM. 

Strategi I: Mendorong penclitian untuk mengcmbangkan 
tcknologi brdang air minum. 

Air Minum b<==-, b. 

Strategi ini dilaksanakan melalui rcncana tinda.k 
sebqai berikut: 
a. menjalin kerjasama dengan lcmbaga 

penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk 
mengembangkan inovasi teknologi dalam 
Penyelenggaraan SPAM; 
mnovasi tcknologi pengclolaan 
untuk mencapa.i cfisiensi dan 



lingkungan khususnya dalam pemakeian 
energy dan penurunan kehilangan e.ir lisik; 

c. memanfaatkan sumber daya aJam lokal yang 
tesedia daiam mendukung Pcnyelenggara.an 
SPAM. 

Stratcgi 2: Menerapkan teknologi 
Pcnyelenggara.an SPAM. 

tepat guna dalam 

Strategi ini dilaksanakan me\alui rencana tindak 
sebagai berikut: 
a. mendorong pembangunan SPAM baru yang 

menggunakan teknologi tepat guna: 
b. mendorong penerapan inovasi SPAM yang 

bertumpu pe.da potensi lokal; 
c. melakukan pengelolaan SPAM yang efisien 

khususnya dalam pemaka.ian energi dan 
penurunan kehilangan e.ir fisik; 

d. mendorong pemanfaatan air hasil daur ulang 
dari !PAL untuk penggunaan non konsumsi. ( 



BABY 

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENOEMBANGAN 
SJSTEM PENYEDIAAN AlR MINUM 

5.1. Umum 
Tujuan lnvestasi Pengembangan SPAM untuk mendukung kebijakan dan 
stra.tegi pengembangan SPAM, yang dirumuskan guna memenuhi 
Standar Pelayanan Minimal, pencapaian target Sustainable Development 
Goals dan target akses universal. Untuk mencapai target Sustainable 
Development Goals, yaitu cakupan a.kses aman nasional sebesar 100% 
(i,etTatus pencn) Sumber-sumbcr dana investasi dan altematif·altematil 
atau opei-cpsi sumber pendanaan dengan mempertimbangkan aturan 
dan tata tertib yang ada, yaitu: 
(1) menggunakan dana sendiri; 
(2) mcnggunakan dana pinjaman dari bank komersial; 
(3) menggunakan dana dengan penerbitan obligasi. 

5.2. Altematif Sumber Pendanaan 
Selama irn, pemerintah daerah mempunyai keterbatasan dalarn 
mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal 
tereebut mcnjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan 
air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potenai sumber pendanaan 
yang cukup beaar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, 
diantaranya melalui pinjaman perbanlcan bersubstdi untuk PDAM, 
pinjaman pcmerintah dacrah kepe:d.a Pusat lnvestasi Pemerintah (PIP), 
KPS, Busute$s to bu.1ines.s (B to BJ, pcmanfaatan dana CSR/ Program 
Kemitraan dan Bina Llngkungan {PKB4 dan obligasi. 

5.2.1. APBD 
lnvestasi pcngcmbangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBD 
Kabupaten ywtu pcmbiayaan untuk pcngadaan aset tetap, 
pcrencanaan, eerta infra.struktur jaringan air pedesaan yang 
tidak ditangani oleh PDAM atau Perumda. Sesuai dengan 
rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayai olch 
APBD meliputi: 
(1) Jcajian dan perencanaan; 
(2) pcmbangunan SPAM baru dan pengembangan SPAM 

khususnya SPAM pcdesaan yang lidllk ditangani oleh 
PDAM; 

(3) pcmbangunan tnfmstruktur air minum yang bersifat 
pengembangan lanjutan, khususnya yang tidak bisa 
ditangani oleh PDAM; 

(4) pcngembangan SDM. 

5.2.2. APBN 
Tnvestasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh APBN 
atau d.ana lainnya yang berasal dari institusi tingkat pusat yaitu 
infrastruktur dasar yang membutuhkan biaya besar. Sesuai 
dengan rencana program dan kegiatan, maka yang dapat dibiayru 
oleh APBN meliputi: 
(1) Pembangunan lnstalasi Pengolah Air (IPA) baru; 
(21 Pembangunan prasarana sumber air baku baru bag! J pcrkotaan maupun pcrdesaan; 
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{3) Fungsionalisasi existing SPAM yang ditangani oleh PDAM; 
(4) Pcngembangan existing kapasitas IPA, intake dan 

jaringan air bersih bagi perkotaa.n maupun perdcsaan. 

5.2.3. Anggaran BUMO dan/atau Masye.rakat 
lnvestasi pengembangan SPAM yang akan dibiayai oleh PDAM 
yaitu pembiayaan untuk pengadaan 8.8Ct tetap, perencanaan, 
eerta infrastruktur jaringan air. Sesuai dengan rencana program 
dan kcgiatan, maka yang dapat dibiayai olch PDAM mcliputi: 

(1) Pembangunan dan perawatan jaringan air minum 
perkotaaan; 

(2) Pengembangan jaringan SPAM yang menjadi wilayah 
cakupan pelayanan PDAM; 

(3) Optimalisasi jaringan SPAM d1 wilayah cakupan 
pelayanan PDAM 

5.2.4. Pinjaman 
Sumber investasl dari ptnJaman PDAM kepada pcrbankan 
didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 
tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Sunga Oleh Pemerintah 
Pusat dalam Rlmgka Percepatan Penyediaan Air Minum. 
Mekanisme pelaksanaan Peraturan ini, dijelaskan melalui 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan 
Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Pcrcepatan 
Penyediaan Air Minum dan diperbaharui 1agi dengan PMK Nomor 
91/PMK.04/201 l tentang Perubahan etce Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara 
Pelekaenean Pemberian Jaminan dan Subeidi Sunga oleh 
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Perocpatan Penyedia.an Air 
Minum Pada Peraturan Presiden 29 Tahun 2009 tentang 
Pemberian Jwninan dan Subsidi Sunga oleh Pemerintah Pusat 
dalam Rangka Perocpatan Penycdiaan Air Minum dijelaskan 
bahwa Pemcrintah Pusat mcmberikan jaminan atas pembayaran 
kembali krcdit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara Bl - 
rate dcngan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah 
Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memcnuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
( I) untuk PDAM yang tidak mcmpunyai tunggakan kepada 

Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit 
BPKPJ dan telah Full Cost Recouery, 

(2) untuk PDAM yang mempunyat tunggakan kepada 
Pcmerintah Pusat diwajibkan tclllh mcngikuti program 
reetrukturisasi clan mcndapat persctujuan Menteri 
Keuangan. Untuk Bank yang ikut dalam program 
Peraturan Presidcn Nomor 29 Tllhun 2009 tentang 
Pemberian Jaminan dan Subsidi Sunga olch Pemerintah 
Pusat dalam Rangka Pereepatan Penyediaan Air Minum 
terlebih dahulu mendapat pen,ctujuan dari Kcmcntcrian 
Kcuangan dan selanjut.nya harus menandatangani 
Perjanjten Kerjasame Pendanaan dcngan Kementerian J Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 
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5.2.5. Kerjasama dengan Sadan Usaha Swasta / Masyarakat 
Sclain dalam bcntuk anggaran pemerintah, investasi 
pengembangan SPAM juga do.pat dibiayai dari pola kerjasama. 
antarn pcmerintah daerah dengan swasta. KPS mcrupa.kan salah 
satu bentuk altematif sumber pembiayaan untuk mendukung 
pengembangan pelayanan air minum. 

BUMN/BUMD penyelenggara dapat bekerjasa.ma dengan badan 
usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan 
SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip Business to 
Business. Dalam kerjasama tersebut direksi BUMN/BUMD 
penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek 
Kerjasama. (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan 
peraturan dircksi BUMN/BUMD penyclenggara yang disetujui 
oleh Sadan Pengawas. Dacrah pengcmbangan SPAM melalui 
Business to Business melingkupi: 
(I) daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah 

terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD 
Penyelenggara; atau 

(2) daerah, wilayah atau kawa.san yang pengembangan 
petayanannya sudah tennuat dalam reneana kegiatan 
usaha (business plan) 5 (lima) tahunan BUMN/BUMD 
Penyelenggara. 

Pembiayaan oleh swasta juga secara langsung dapat berasal dari 
CSR atau Program Kemitraan Bina Llngkungan (PKBL). 
CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh 
dunia usaha untuk memberikan konstribusi kepada 
pengembangan ekonomi d.ari komunitas setempat ataupun 
masyarakat luas bcrsamaan dengan peningkatan taraf hidup 
pekerja bcscrta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan 
CSR/PKBL mcrupakan kegiatan yang bersifat sukarcla 
(volunta,y) yang maknanya adalah perusahaan memiliki 
kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan 
CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan 
CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kcgiatan. Guna mendukung 
kegiatan ini maka pemerintah daerah melakukan hal sebagai 
benkut: 
II) menyiapkan Rencana Program lnvestasi Jangka 

Menengah (RPIJM); 
(2) menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara 

CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiata.n 
SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaa.n. 

5.3. Kegiatan dan Prioritas 
Dalam upaya mendorong terjadinya percepa.tan investasi pengembangan 
SPAM, perlu dilaksana.kan kegi.a.tan-kegiatan prioritas sebagai berikut: 
(I) melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam 

rangka percepata.n investasi pengembangan SPAM; 
(21 mela.kukan fasilitasi kcpada OPO terkait dan PDAM dalam 

penyiapan program investasi pengembangan SPAM; 
(31 melakukan fasilitasi kepada OPD terkait dan PDAM dalam 

mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi 
swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBLI BUMN t 



Pcduli, Pusat lnvcstasi Pcmcrintah, dan aumber pembiayaan 
lainnya untuk pcngcmbangan SPAM; 

(4) mclakukan PcTtingkatan akscs o.mo.n air minum bagi scluruh 
masyarakat; 

(SJ mclakukan fasilitasi pcrccpatan pcnycdiaan air baku, 
pcningkatan kualitas air baku dan pcmbanguan infrastruktur 
pcndukung pcnycdiaan air baku. untuk air minum; 

(6) mclakukan fasilitasi kcpada OPD tcrkait dala.m pcmcnuhan 
kcbutuhan air minum, diutamakan pclayanan SPAM bagi 
ma9Yarakat bcrpcnghasilan rendah, dacrah-dacrah pcrbatasan, 
dan dacrah rawan air; 

(7) mclakukan fasilitasi pcrcepatan pcnycdiaan air curah (bulk 
water) untuk pcmcnuhan air minum diseluroh wilayah 
kccamatan yang mcmbutuhkan. 

Kegiatan-kcgiatan tcrscbut di atas diuraikan dalam rcncana tindak 
scbagai bcrikut: 

Kcgiatan l: Mclakukan sosialisasi kepada OPD tcrkait dan PDAM dalarn 
rangka pcrccpatan invcstasi pengembangan SPAM. Rcncana tmdak 
untuk kcgiatan l adalah sebagaj bcrikut: 
(l) mclakukan sosialisasi Jakstrada Pcngcmbangan SPAM; 
(2) mc\aku.kan sosialisasi produk pcngaturan tcrkait pcrcepatan 

investasi pcngcmbangan SPAM. 

Kegiatan 2: Faailitast kcpada OPD tcrkait dan PDAM dalam pcnyiapan 
program invcstasi pcngcmbangan SPAM. Renca.na tmdak untuk kcgiatan 
ini adalah sebogai bcrikut: 
11) mclalrukan pcndarnpingan pcnyusunan Rencana lnduk SPAM 

(RISPAM); 
12) mel.akukan pcndampingan pcnyusunan business plan PDAM; 
(3) membcrikan capacity building untuk mcningkatkan jiwa 

kewirausahaan bagi PDAM; 
(4) melakukan pcnyehatan PDAM schingga dapat mengakses 

bcrbagai pola pcmbiayaan yang ada bcrupa: 
a. bantuan manajemen untuk PDAM; 
b. bantuan program untuk PDAM; 
c. mclakukan pcndampingan pcnyusunan Rcncana 

Pcngamanan Air Minum (RPAM). 

Kcgiatan 3: Fasilitasi kcpada OPD tcrkait clan POAM dalarn mcngakscs 
pcndanaan dari pcrbankan nasional, mvcatasi swasta, Program 
Kcmitraan dan Bina Linglrungan (PKBL) BUMN Pcduli, CSR, Pusat 
lnvcatasi Pcmerintah, dan sumbcr pcmbiayaan Jainnya untuk 
pcngembangan SPAM. Rencana tindak untuk kcgiatan 3 adalah sebagai 
bcrikut: 
(IJ mclakukan fasilitasi pcnyusunan proposal pinjaman pcrbankan; 
(2) mclakukan fasilitasi pcnyusunan proposal Pre Feastbiliry Study 

KPS; 
(3) mclakukan fasilitasi pcndampingan penyusunan proposal unluk 

pinjaman kepada PIP; 
(4) melakukan faeilitasi pendampingan teknis program PKBL/CSR 

Kcgiatan 4: Melakukan Pcningkatan akses air minum bagi seluroh 
masyarakat. Rencana tindak untuk kegiatan 4 adalah sebagai bcrikut: t 



(I) memfaailitasi da1am rangka fungsionalisasi layanan &!siting 
PDAM yang belum berfungsi; 

(2) melakukan pcnelitian, pcrencanan dan pembangunan SPAM 
baru baik perkotaan maupun pedesaan; 

(3) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan SPAM 
Existing; 

(41 melakukan monitoring dan upaya pcnanggulangan kehitangan 
afr 

(SJ mengembangkan sistem infonnasi dan pendataan dalam rangka 
pemantauan dan evaluasi kincrja pclayanan air minum; 

Kegiatan 5: Melakukan fasilitasi pcrcepatan penyediaan air be.ku, 
peningkatan kualitas air baku dan pcmbanguan infrastrukrur 
pcndukung pcnyediaan air baku untuk air minum. Rencana tindak 
untuk kegiatan 5 adalah sebagai berikut: 
(1) melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum; 
(2) melakukan k.aJian tentang polensi dan sumber air baku di 

Wilayah Kabupa1en Pinrang; 
(3) memfasilitasi perencanaan dan pembangunan llllake baru; 
(41 memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi intake existing; 
(SJ mel.akukan pemantauan kualitas air baku secara berkala; 
16) mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Pcnyelamatan Air 

(ONKPAI. 

Kegiatan 6: Melakukan rasilitasi kepada OPO terkait dalam pemenuhan 
kebutuhan air minum, diutama.kan pclayanan SPAM bagi masyarak.at 
berpenghasilan rendah, daerah.-daerah perbatasan, dan daerah rawan 
air. Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah sebagal berikut: 
(11 memberikan dukungan pcndanaan untuk memenuhi pelayanan 

air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan 
mendorong pemenuhan kebutuhan investasi dalam upaya 
pcmanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi system; 

(2) memberikan dulrungan pendanaan dalam pcmbangunan SPAM 
di wilayah pclayanan dan daerah rawan air sampai dengan 
jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit 
pelayanan (SR/hidran umum) oleh OPD terkalt. 

Kegiatan 7: Melakuk.an rasilitasi percepatan penycdiaan air curah (bulk 
uiaterj untuk pemenuhan air minum diseluruh wilayah keca.matan yang 
membutuhk.an. Rencana tindak untuk kegiatan 6 adalah sebagai 
berikut: 
(1) mndorong dan memfasilitasi terwujudnya SPAM Regional 

Ajatapparcng 
(2) melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM untuk 

meningkatkan pemahaman OPD terkait; 
(3) menyiapkan capacity building untuk meningkatkan kompetensi 

bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM; 
(4) melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan pcngelola 

SPAM. 

BUPATI PINRANG, 

, 
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